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WALIKOTA  PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, dinyatakan bahwa penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 saat ini masih dalam proses
pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan
sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003, maka sambil menunggu
ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tersebut,
untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan
angka Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan Pasal
106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Daerah
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014.
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Mengingat : 1. 1
.

Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara  Tahun 1956 Nomor 20);

2. 2
.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

3. 3
.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. 4
.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. 5
.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. 6
.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

7. 7
.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

8. 8
.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. 9
.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

10. 1
0
.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

11. 1
1
.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
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12. 1
2
.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

13. 1
3
.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);

14. 1
4
.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

15. 1
5
.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576);

16. 1
6
.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

17. 1
7
.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. 1
8
.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. 1
9
.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

20. 2
0
.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

21. 2
1
.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
59);

22. 2
2
.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
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23. 2
3
.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011);

24. 2
4
.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara
Tahun 2012 Nomor 540);

25. 2
5
.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun
2013 Nomor 690);

26. 2
6
.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Penggunaan BBM (Berita Negara Tahun
2013 Nomor 3);

27. 2
7
.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

28. 2
8
.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun
2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

Pasal 1

(1) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 adalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib;

(2) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran
yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
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(3) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

(4) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran.

Pasal 2

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah mendahului
penetapan APBD Tahun Anggaran 2014, Walikota melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya angka  APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai
dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
untuk membiayai kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
meliputi :
a. pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Daerah/Walikota/Wakil Walikota;
b. pembayaran Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. pembayaran Honorarium Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap;
d. pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Jasa Pemeliharaan kendaraan

dinas operasional khusus, Jasa Kebersihan dan Jasa Pengamanan
Kantor;

e. pembayaran Bahan Bakar Minyak/BBM (Operasional kendaraan
dinas,operasional kendaraan dinas kebakaran, truk sampah, operasional
kendaraan ambulans);

f. pembelian obat-obatan, Biaya Operasional Sekolah (BOP), bahan habis
pakai medis, makan minum pasien;

g. pembayaran biaya penanggulangan penyakit menular, flu burung dan
fogging;

h. pembayaran biaya Alat Tulis Kantor, Pengadaan Barang Cetak dan
Penggandaan untuk pelayanan yang mendesak;

i. pembayaran kejadian bencana untuk penanggulan bencana,
perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur (tak
terprediksi);

j. pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk memenuhi surat
dan/atau undangan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat,
Pemerintah Pusat atau Luar Negeri;

k. pembayaran makanan dan minuman harian Kepala Daerah dan makanan
dan minuman tamu.

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran, berdasarkan hasil perhitungan
teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per duabelas) dari anggaran belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
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Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan
Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi
perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

(2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS Bendahara;

(3) Pengajuan SPM-LS Bendahara oleh pengguna anggaran, dan penerbitan
SP2D oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya guna
menghindari kelebihan penggunaan terhadap plafon anggaran belanja yang
dialokasikan dalam RAPBD tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

(1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka meralisasikan pengeluaran
daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelola
Keuangan pada satuan kerja;

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan diakomodir dalam Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI  BAHAR
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

Drs. DIDI ARYADI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN  2014 NOMOR 1.


